
BUPATI NGADA 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

PERATURAN BUPATI NGADA 

NOMOR 10 TAHUN 2020 

TENTANG 

PETUNJUK TEKNIS OPERASIONAL ALOKASI DANA DESA INTEGRASI 

TAHUN 2020 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI NGADA, 

Menimbang 

Mengingat 

: a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam 

pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Integrasi di 

Kabupaten Ngada, perlu mengatur petunjuk teknis 

dalam pengalokasian Dana Desa Integrasi 

Kabupaten Ngada; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis 

Operasional Alokasi Dana Desa Integrasi Tahun 

2020, 

: 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam 

Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 

Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1655); 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 



4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 
2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa; 

7. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi 
Kewenangan Kabupaten Ngada (Lembaran Daerah 
Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 3 Seri E 
Nomor 2); 

8. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 12 
Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan 
Kabupaten yang dapat Diserahkan Kepada Desa 
(Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2010 
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Ngada Nomor 6); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 13 

Tahun 2010 tentang Sistem Pengelolaan 

Pembangunan Partisipatif Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Ngada Tahun 2010 Nomor 13, Tambahan 
Lembaran Daerah KabupatenNgadallomor 7); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan 	 : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
OPERASIONAL ALOKASI DANA DESA INTEGRASI TAHUN 
2020. 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Ngada. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi 
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam 

system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 



3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada. 

4. Bupati adalah Bupati Ngada. 

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten 

Ngada. 
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya 

disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau 
hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. 
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan 

masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsure 

penyelenggara Pemerintahan Desa. 

9. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga 
yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari 
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 

10. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD 

adalah lembaga masyarakat yang bersifat local dan secara organisatoris berdiri 

sendiri yang berkedudukan di desa yang tumbuh dari, oleh dan untuk 

masyarakat merupakan wahana partisipasi masyarakat dalam pembangunan 

yang memadukan pelaksanaan berbagai kegiatan Pemerintah dan prakarsa serta 

swadaya gotong royong masyarakat dalam aspek kehidupan dan penghidupan. 

11. Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari Pendapatan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada Daerah untuk 

mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. 

12. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan 

oleh Pemerintah Kabupaten Ngada untuk Desa/Kelurahan di Kabupaten Ngada, 

yang bersumber dari bagian dana perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang 

diterima oleh Kabupaten Ngada. 

13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah 
rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui 

bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan 
Desa. 

14. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, 

penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, 
supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan 

penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngada. 

Pasal 2 

Petunjuk Teknis Operasional Alokasi Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 



T SEKRETA S DAERA KABUPATEN NGADA, 

THEODO IUS YO FUS NONO 

BERITA DAE H KABUPATEN NGADA TAHUN 2020 NOMOR 10 

Pasal 3 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ngada. 

Ditetapkan di Bajawa 
pada tanggal 27 Januari 2020 

'"'"" UPATI NC DA, L 

'JPA US SOLIWOAr 

Diundangkan di Bajawa 
Pada tanggal 27 Janu ri 2020 
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